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ABSTRAK 

 

Nur Widiyaningsih. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi    

Determinan Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau Periode 2016-2020. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan utama daerah yang 

diperoleh melalalui pemanfaatan kekayaan yang dimiliki daerah. Semakin besar 

kekayaan yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula potensi penerimaan 

PAD oleh masing-masing daerah. Berbeda dengan PAD, DAU, DAK dan DBH 

merupakan dana yang diperoleh daerah melalui transfer dana yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu 

daerah yang memiliki masalah terkait ketimpangan pendapatan. Beberapa tahun 

terakhir sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

permasalahan yakni adanya ketimpangan pendapatan penduduk perkotaan dan 

pedesaan. Adanya ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang 

ada di kepulauan riau diindikasikan hanya dinikmati Sebagian kecil masyarakat 

yang berada di golongan menengah ke bawah. Ketimpangan yang berkepanjangan 

akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pula pada 

meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini kemudian mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian ini.  

Penelitian ini termasuk dalam penelirtian kuantitatif dengan objek penelitian 

adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder. Teknik 

penarikan sampel menggunakan sampel jenuh dimana dari sampel yang ada yakni 

7 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan periode yang 

digunakan selama 5 tahun yakni 2016-2020. Dengan demikian jumlah sampel 

penelitian sebanyak 35 data. Penelitian ini menggunakan Analisis data uji regresi 

dengan menggunakan progam software Eviews versi 12.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Sedangkan Dana Alokasi Khsusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

Sedangkan melalui uji MRA menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak 

dapat memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.  

 

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Presiden Habibie yang pada saat menjadi pemimpin sementara saat 

peralihan kepemimpinan Presiden Soeharto lengser dari kepemimpinannya 

pada tahun 1998, memulai proses pembentukan otonomi daerah di Indonesia. 

Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Habibie 

memutuskan dua keputusan pilitik yang penting. Hasil dari keputusan yang 

telah ditetapkan tersebut kemudian membentuk gagasan serta perspektif baru 

di dalam politik dan pemerintahan yaitu terkait dengan demokrasi, keadilan 

dan kebebasan yang disertakan ke dalam struktur tatanan penyelenggaraan 

pemerintahan. Konsep ataupun sistem otonomi daerah sendiri sudah ada sejak 

awal kemerdekaan Indonesia. Namun demikian sebagaimana zaman semakin 

berkembang seiring dengan kemajuan yang ada perubahan akan tetap terus 

ada. UU yang mengatur terkait otonomi daerah ini muncul pertama kali yaitu 

UU No. 1 tahun 1945 kemudian terus mengalami perubahan untuk mencapai 

kesempurnaan, dan tercetuslah UU No. 22 hingga direvisi dan diperbarui lagi 

dan terakhir menjadi UU No. 32 Tahun 2004.  UU inilah yang kemudian 

dimaksud oleh presiden Habibie yang di implementasi oleh pemerintah pusat 

dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah melalui kemandirian daerah 

yang kita kenal dengan otonomi daerah.  Dari sini kemudian Otonomi Daerah 

dikenal oleh masyarakat luas (Sinaga, 2020).
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Otoritas pemerintah daerah kini memiliki banyak hak dan kewenangan 

untuk mengoperasikan dana yang berasal dari penerimaan daerahnya secara 

penuh karena adanya otonomi. Dilaksanakannya otonomi daerah menjadikan 

Otoritas pemda berwenang sepenuhnya menentukan bagaimana 

menggunakan sumber pendapatan yang sudah diterima daerah. Hal ini 

tentunya berdampak positif bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut 

dikarenakan dengan kewenangan penuh untuk mengelola keuangan daerah 

artinya Pemerintah daerah memiliki kesempatan yang maksimal untuk 

menggunakan penerimaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebaik-

baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.  

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli 

Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang 

diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar sumber daya yang 

dimiliki semakin besar pula PAD yang diperoleh oleh daerah. Maka dari itu 

pemda haruslah mampu mengelola secara maksimal SDA yang dimiliki oleh 

setiap daerah dikarenakan PAD menjadi sumber utama penerimaan daerah. 

Dengan besaran PAD ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan keuangan 

daerah yang dapat berkontribusi dalam pengoptimalan penganggaran 

pemerintah daerah setempat. Pada penelitian Rosalina Ayu Ketrin dkk (2022) 

menunjukkan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Namun demikian 
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lain halnya pada penelitian Lambok Vera Riama Pangaribuan dkk (2018) 

menunjukkan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.  

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022 Dana Alokasi 

Umum yang selanjutnya di singkat menjadi DAU merupakan bagian dari 

TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. artinya bahwa dengan 

adanya DAU diharapkan dapat memeratakan kemampuan keuangan dari 

masing-masing daerah. Namun demikian pelaksanaannya juga harus dengan 

mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, serta 

potensi dari masing-masing daerah. DAU sendiri menjadi salah satu elemen 

yang sangat penting dalam penganggaran keuangan daerah. Hal ini 

dikarenakan DAU menjadi salah barometer dalam menentukan kemandirian 

suatu daerah. Pada penelitian Mawani Nasution dkk (2019) menunjukkan 

DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun berbeda 

pada penelitian Lambok Vera Riama Pangaribuan dkk (2018) menunjukkan 

hasil bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

Sama seperti DAU keberadaan DAK juga menjadi penting bagi setiap 

daerah. DAK sendiri adalah dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah 

yang berasal dari pemerintah pusat. Dana tersebut berfungsi untuk pendanaan 

kegiatan daerah yang berkaitan dengan kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan dan peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana yang 

berkaitan dengan pelayanan publik. Maka dari itu adanya DAK ini berperan 

penting dalam peningkatan terkait pelayanan jasa kepada masyarakat umum 
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yang dapat terealisasikan melalui peningkatan belanja modal. Pada penelitian 

Maria dkk (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa dana perimbangan 

termasuk di dalamnya DAK secara parsial mempengaruhi alokasi belanja 

modal. Namum demikian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Intan 

Yulita Nugroho dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa DAK tidak 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.  

Selain DAU dan DAK transfer dana yang diperoleh dari Pemerintah 

Pusat adalah DBH. DBH menjadi salah satu  transfer dana dari pemerintah 

pusat dimana pengalokasiannya masuk kedalam struktur APBD. Dana ini 

dapat dioptimalkan untuk pembiayaan sebagai perwujudan desentralisasi 

daerah. DBH menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang 

memiliki potensi penerimaan yang tinggi yang dapat menjadi sumber modal 

utama bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan daerah. 

Pada penelitian yang dilakukan Mawani Nasution dkk (2019) menunjukkan 

DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian 

berbeda pada penelitian Intan Yulita Nugroho dkk (2022) menunjukkan DBH 

tidak mempengaruhi belanja modal.  

Belanja modal daerah merupakan pengeluaran Pemda untuk 

memperoleh aset untuk menambah kekayaan yang bermanfaat atau dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang panjang yaitu paling sedikit  kurun 

waktu 1 tahun periode di dalam akuntansi. Sebuah aset yang memiliki masa 

manfaat tentunya harus dirawat dan dipelihara dengan baik agar tetap 

berfungsi dan berguna sebelum habis masa manfaat dari aset tersebut. Maka 
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dari itu pengeluaran belanja modal akan selalu diiringi dengan pengeluaran 

biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pemeliharaan atas aset 

yang telah dimiliki. Belanja modal disebut juga sebagai sumber kekayaan 

daerah. Sebagai salah satu sumber kekayaan pemerintah, tentunya belanja 

modal ini harus dianggarkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan 

perhitungan dan perencanaan yang matang terkait penganggaran belanja 

modal ini, tentunya akan berdampak baik bagi berjalannya pemerintahan di 

satu daerah. Dengan adanya perencanaan yang matang hal itu dapat 

diindikasikan pemerintah daerah telah memiliki rencana yang matang akan 

perkembangan daerahnya untuk jangka waktu kedepan. Dan itu merupakan 

satu indikasi yang baik dan positif yang mencerminkan pemerintahan yang 

perduli akan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakt luas. Namun pada 

kenyataannya anggaran belanja modal seringkali sedikit jumlahnya jika 

dilihat  dengan anggaran belanja lainnya. Proporsi belanja daerah Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016-2020, 5 tahun terakhir dapat dilihat 

melalui tabel diagram berikut dibawah ini:  

 
Gambar 1. 1 Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020 
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Berdasarkan grafik data yang dipaparkan, diketahui dengan jelas 

proporsi alokasi belanja modal Provinsi Kepulauan Riau memang meningkat 

jumlahnya setiap tahunnya, akan tetapi anggarannya jauh lebih rendah 

Dibandingkan dengan pengeluaran untuk barang & jasa serta pengeluaran 

untuk belanja pegawai. Artinya, dapat diindikasikan bahwa Otoritas 

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kepulauan Riau masih 

memprioritaskan pengeluaran yang bersifat konsumtif jika dibandingkan 

dengan pengeluaran yang bersifat produktif. Padahal seharusnya alokasi 

belanja modal lebih ditingkatkan kontribusinya sebesar mungkin. Hal 

tersebut dikarenakan belanja modal adalah elemen yang penting karena 

belanja modal salah satu elemen yang dapat menyentuh kepada masyarakat 

sebagaimana untuk kepentingan kesejahteraan dari banyak masyarakat. Jika 

dibandingkan dengan pengeluaran untuk perolehan barang dan jasa serta 

biaya operasional untuk karyawan yang biasanya cenderung hanya akan 

menyentuh aparatur saja yang terkadang dana tersebut justru dapat 

disalahgunakan dan pada akhirnya tidak akan sampai kepada masyarakat. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan belanja modal 

yaitu pada penelitian Mawani Nasution dkk (2019) menunjukan DAU, DBH 

dan Pembiayaan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Namun berbeda pada penelitian Lambok Vera Riama Pangaribuan 

dkk (2018) menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAU serta DAK tidak 

memiliki pengaruh terhadap belanja modal.  
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Dalam penelitian ini, Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai 

variabel moderasi. Setiap daerah dikatakan berhasil jika masyarakatnya 

mengalami kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tingkat 

kesejahteraan dari masing-masing masyarakat di suatu daerah sendiri, dapat 

tercermin dari seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya 

Pertumbuhan ekonomi yang baik (tinggi) harus didukung dengan 

infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar 

kegiatan ekonomi di suatu daerah. sehingga secara umum jika pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah baik, maka dapat diindikasikan bahwa pemerintah 

daerah akan terus meningkatkan belanja modalnya dari tahun ke tahun. Guna  

melengkapi dan memperkuat pengaruh antara PAD, DAU, DAK serta DBH 

terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah, Maka peneliti 

memutuskan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian  Fadhila soesilo dkk (2021) diketahui 

bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penguatan positif dan 

hubungan yang signifikan antara pendapatan daerah dan belanja modal. 

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki peran dalam memperkuat hubungan 

positif dan signifikan antara dana alokasi khusus dan belanja modal. Berbeda 

dengan penelitian Yohannes Cosmas Simbolon dkk (2020) menunjukkan 

bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi diketahui tidak dapat memoderasi 

pengaruh SiLPA, DAK dan DBH namun diketahui mampu memoderasi PAD 

dan DAU. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa 

langkah yang tentunya dapat ditempuh pemerintah daerah setempat. 
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Diantaranya yaitu dengan meningkatkan jumlah investasi yang juga disertai 

dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai 

serta kepastian hukum. Salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan 

anggaran pengeluaran untuk peningkatan aset daerah melalui belanja modal 

daerah lebih ditingkatkan  jumlahnya dilakukan untuk memperluas aset di 

bidang yang dapat membawa dampak yang lebih bermanfaat atau 

menguntungkan di masing-masing daerah. Sektor produktif antar satu daerah 

dengan daerah lainnya tentunya tidaklah sama, maka dari itu sektor produktif 

ini bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah.  

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan di 

Indonesia dengan penduduk 2.064.464 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2 

dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara geografis, Provinsi 

Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga yakni Singapura, 

Malaysia dan Vietnam. Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau terletak di 

Tanjungpinang. Provinsi Ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, 

dan udara yang strategis dan terdapat pada tingkat internasional serta pada 

bibir pasar dunia. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki potensi sumber 

daya alam yang besar yang bersumber dari sektor maritim serta 

pertambangan. Seperti SDA mineral dan energi yang relatif cukup besar dan 

bervariasi baik berupa bahan galian A yang terdiri dari minyak bumi serta gas 

alam, bahan galian B seperti timah, bauksit dan pasir besi maupun bahan 

galian Golongan C seperti granit, pasir dan kuarsa. Dengan letak geografis 

yang strategis serta potensi SDA yang begitu besar, seharusnya dapat 
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mendorong pembangunan insfrastruktur dan perekonomian masyarakat yang 

jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Namun demikian diketahui bahwa 

Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami permasalahan terkait dengan 

ketimpangan pendapatan. Menurut Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau 

dalam website resminya memaparkan bahwasannya beberapa tahun terakhir 

sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

permasalahan yakni adanya ketimpangan pendapatan penduduk perkotaan 

dan pedesaan. Pada tahun 2017 diketahui menurut Badan Pusat Statistik, 

ketimpangan daerah perkotaan meningkat 8,6% sedangkan pada pedesaan 

meningkat sebesar 2,5%. Adanya ketimpangan ini mengindikasikan bahwa 

pembangunan yang ada di Kepulauan Riau diindikasikan hanya dinikmati 

sebagian kecil masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. 

Ketimpangan yang berkepanjangan akan berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang berdampak pula pada meningkatnya jumlah 

penduduk miskin maka dari itu hal ini harus segera diatasi. Dengan adanya 

APBD dan alokasi belanja modal yang sudah diberikan pemerintah 

diharapkan dapat dijadikan stimulus dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi Kepulauan Riau yang mana ini akan mendorong terciptanya 

lapangan kerja dan menampung penduduk yang menganggur. Dengan 

demikian akan memeratakan pendapatan yang akan mengurangi jumlah 

ketimpangan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka tentunya 

permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ini peneliti memandangnya 

penting untuk diobservasi lebih lanjut.  
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Sejumlah peneliti telah melakukan studi tentang hubungan antara 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai variabel moderasi. Namun demikian hasil penelitian tidak 

mengarah pada kesimpulan yang sama. Penelitian yang dilakukan Yohannes 

Cosmos Simbolon dkk (2020) di Sumatra Utara  menemukan bahwa PAD dan 

DAU memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja 

modal sedangkan  SiLPA, DAK, dan DBH memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. Pertumbuhan ekonomi diketahui tidak dapat memoderasi SiLPA, 

DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal dan hanya mampu 

memoderasi Variabel PAD dan DAU terhadap belanja modal. Berbeda 

dengan temuan Noora Fahrunisah (2017) di Jawa Tengah mengemukakan 

bahwa PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal, 

sedangkan DAU serta DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja modal. Pertumbuhan ekonomi diketahui juga hanya mampu 

memoderasi PAD terhadap belanja modal dan tidak mampu memoderasi 

DAU serta DAK terhadap belanja modal.    

Terdapat hasil berbeda dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

sejumlah peneliti diatas, selain itu juga belum adanya penelitian tentang 

Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap belanja modal dengan 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di Provinsi Kepulauan Riau 

melainkan hanya di Provinsi Jawa Timur serta Sumatra Utara saja. 
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Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Determinan Alokasi  

Belanja  Modal Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016 

- 2020”. 

B. Rumusan Masalah  

Berlandaskan latar belakang masalah, dengan demikian dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi 

Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2020? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2016-2020? 

4. Apakah Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020? 

5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Pendapatan Asli 

Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Provinsi Kepualuan Riau Tahun 2016-2020? 

6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi 

Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020? 
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7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi 

Khusus Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?  

8. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Bagi Hasil 

Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2020? 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian  

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi 

Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

2. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

3. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

4. Mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

5. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Pendapatan 

Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

6. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi  Dana 

Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 
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7. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi 

Khusus Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

8. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Bagi 

Hasil Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020. 

Adapun manfaat penelitian yaitu: 

• Manfaat Teoritis  

Penelitian diharapkan  dapat dijadikan bahan pembelajaran pada 

bidang pendidikan pada khususnya dalam pengembangan karya tulis 

ilmiah. 

• Manfaat Praktis  

Penelitian diharapkan mampu menjadi sumber acuan bagi 

pemerintah daerah setempat agar paham lebih jelas tentang pengalokasian 

belanja modal dan dapat menganggarkan dengan baik alokasi belanja 

modal di daerahnya. 

D. Sistematika pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa 

sub bagian diantaranya sebagai berikut:  

1. BAB 1 Pendahuluan  

Sub bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah 

penelitian, rumusan, tujuan serta manfaat penelitian. Aspek-aspek 

tersebut akan dijelaskan pada bab ini.  
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2. BAB II Tinjauan Pustaka  

Pada bagian ini dijelaskan landasan teori/tinjauan Pustaka, hipotesis 

dan kerangka berpikir. Tinjauan Pustaka yang dibahas terkait grand teori 

yang digunakan, dan penjabaran teori dari variabel yang digunakan.  

3. BAB III Metode Penelitian 

Pengujian akan dilakukan secara rinci pada bab metode penelitian. 

Peneliti akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian , setting 

penelitian, Teknik penarikan sampel, variabel, serta analisis data yang 

digunakan oleh peneliti. 

4. BAB IV Pembahasan  

Hasil pengujian yang termasuk dalam metodologi penelitian akan 

dijelaskan. Pada bab ini juga akan dipaparkan bagaimana hubungan satu 

variabel terhadap variabel lainnya. Pada bab ini juga akan melihat 

bagaimana variabel moderasi memperkuat hubungan kedua variabel 

yaitu bebas dan terikat, yaitu apakah variabel bebas mampu memperkuat 

pengaruh terhadap variabel terikat serta bagaimana bagaimana variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikat.  

5. BAB V Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Bab 

penutup sendiri juga akan disertakan saran dari peneliti untuk penulis 

selanjutnya jika ingin mengamati atau melakukan penelitian pada tema 

ini. Pada bab ini juga akan ditemukan jawaban sebagai kesimpulan atas 

rumusan masalah yang sudah dijabarkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa secara besama – sama PAD, DAU, DAK, dan DBH 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun demikian secara parsial 

PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hanya  

DAK yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pada uji 

MRA diketahui pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh 

keseluruhan variabel yakni PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja 

modal. 

B. Saran 

Penulis dapat memberikan saran yang perlu dipertimbangkan dalam 

peningkatan belanja modal serta untuk para peneliti dalam rangka 

pengembangan penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1) Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian sesuai 

dengan periode tahun terbaru agar menambah nilai kualitas dari 

penelitian yang dilakukan dan juga relevan dengan keadaan 

perekonomian pada tahun berjalan.  

2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan realisasi dari anggaran APBD dan
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TKDD diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi 

anggaran Belanja Modal yang baik pada periode tahun berikutnya. Hal 

tersebut dikarenakan  penelitian yang dilakukan menunjukkan secara 

bersama-sama variabel PAD, DAU, DAK serta DBH mampu 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
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